Menimbang

Mengingt

SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6841);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN

TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT
DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

el S

o

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republlik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas
Sekretaris Desa, Kepala Urusan selanjutnya disebut Kaur, Kepala Seksi
selanjutnya disebut Kasi, dan Kepala Kewilayahan selanjutnya disebut
Kepala Dusun yang mempunyai tugas dan wewenang yang bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
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Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan yang selanjutnya di sebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf Sekretriat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah
Perangkat Desa yang mempunyai tugas pelaksana kewilayahan.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB
Desa.

Pasal 2
Pengahasilan Tetap diberikan kepada:
a. Kepala Desa;
b. Sekretaris Desa; dan
c. Perangkat Desa lainnya.
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. Kepala Urusan terdiri dari:
1. Kepala Urusan tata usaha dan umum;
2. Kepala Urusan perencanaan; dan
3. Kepala Urusan keuangan;
b. Kepala Seksi terdiri dari:
1. Kepala Seksi pemerintahan;
2. Kepala Seksi kesejahteraan; dan
3. Kepala Seksi pelayanan.
c. Kepala Dusun.

Pasal 3
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga
juta rupiah).
Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling banyak Rp.2.300.000,-
(dua juta tiga ratus rupiah).
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan paling banyak Rp.2.050.000,-
(dua juta lima puluh ribu rupiah).
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Seksi paling banyak Rp.2.050.000,- (dua
juta lima puluh ribu rupiah).
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Dusun paling banyak Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah).

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari Alokasi
Dana Desa.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI MAMUJU,
Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
Cap/ttd
SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya

UR IDAH/ SH
Npempky” Pembina Tk. I
: 196912111998032004



